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TENTANG

PEDOi'IAN TATA GARA PENGADAAN BARANG 
' 
JASA DI DESA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang
bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar
sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil
Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar
penyelenggaraan Pemerintah Desa dan memenuhi kebutuhan
masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

1. Undang - Undang Nomor 27 fahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat ll di Kalimantan ; (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 1820 ) ;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa38 | ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 523a ) ;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor T?Tahun 2006 tentang Desa ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2A07 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737 );

7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2A1A sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedsman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2047 tentang
Pedoman umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun zAM tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2007

tentang keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Tahun 20A7 Nomor 6 ) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008
tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Barito Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Tahun 2008 Nomor 6 ) ;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1 ) ;

l6.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang / Jasa di Desa ( Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2013 Nomor 1367 ).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGADAAN BARANG'JASA DI DESA.

BAB I

T(ETENTUAH UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1, 9aerah adalah Kabupalen Eantq Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat
Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan ;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa ;

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usuldan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik lndonesia ;

Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan ;

Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan ;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa '

l0.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

1 1. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan
Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa ;

12. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa,
baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedian barang/jasa ;

13. Penyediaan Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang rnenyediakan
barang/jasa ;

14. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan BaranglJasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendirioleh tim pengelolaan kegiatan ;

15.Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan
oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Lembaga
kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa ;

3.
4.

5.

7.
8.
9.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman
bagi Pemerintah Desa dalam menyusun tata cara pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Desa yang di biayai dengan dana APBDesa.

(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan barang/jasa
di Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-
prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

BAB III

PRINSIP - PRINSIP PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA

Pasal 3

Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini,
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2UA tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan
memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan
secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk
memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak
dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

dari
dan



Pasal 7

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai be1kut:a. Efisien, ferart! Pengadaan Barang/jasa 
' harui diusahakan dengan

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas iansasaran dalam. waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang teiah
ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengin-kualitai yang maksimum;b' Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dansasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfiat yang sebesar-
besarnya.

c' Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas ole-h masyarakat dan
Penyedia Barang/Jasa yang berminat;

d' Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikansebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat un-tuk dapat mengelola
pembangunan desanya;

e' Gotong-royolg, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh
- masyarakatdalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; danf' Akuntabel, berarti harus sesuai oengan aturan dan ketentuan yang terkait

dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungiawintin.

(2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harusmematuhi etika meliputi bertanggung jawab, niencegah kebocoran, danpemborosan keuangan desa, serta 
-paiuh 

terhadap 
-ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

BAB V

PENGADAAil BARANG'JASA $ELALUI SYTAKELOLA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Swakelola

Pasal 8

{1} Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan,
penga\4rasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban'hasil pekerjaan. '

(2\ Khusus untuk.pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekeriaan konstruksiyang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berai, tidaic dapat dilaksanakan
cara Swakelola.

BAB IV

TATA NILAI PENGADAAN

Renca na F:flfgfijxtwa re r or a

Pasal g

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:
1, Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

?, lengna penggsnaan tenaga kerja, keh,utuhan bahan,, dan peralatan;3. Gambar rencana !"rj" ( untuk pefterjaan konstruksi); 
'

4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAE)



,",",:"1Yi:X,,T;l:ieora

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan
barangljasa melalui swakelola;

(2) Kebutuhan barang /jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung
kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukai
oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oten fpf;

(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan dari anggota TpK

yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinis teknis terkait; dan/atauc. Dapat dibantu oleh peke{a (tenaga tukang dan/atau mandor).

(4) Tata cara Peng.adaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, diatur tboih tanlut dalim ele u peraturan
Bupati ini.

BAB VI

PENGADAAN BARANG'JASA ffiELALUI PEI{YET}IA BARAT{G'JASA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Penyedia Barang/Jasa

Pasal 1{

t1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk
memenuhi kehutuhan barang/jasa dalam rangkJ mendukung pelaksanaan
$wakelola maHpun rneme-nuhikebutshan oarangljasa se€ara langs+Jng di Desar

Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola
antara lain:
- Pembelian material pada swakerora pembangunan jembatan desa.
- sewa peralatran untuk swakelola pembangunan baliidesa.
- Penyediaan tukang batu dan tukang kayu unluk qwekelola pembangunan

Posyandu.
- Dan sebagainya

contoh kebutuhan barangrjasa secara langsung di Desa antara lain:
- Pembelian komputer, printer,dan kertas.
- Langganan internet.
- Pembelian meja, kursi, dan alat kantor.
- Dan sebagainya.

(2) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan
Barang/Jasa harus memenuhi periyaratan memiliki tempaUlokasi usaha, 

-kecuali

untuk tukang batu, kayu, dan sejenisnya.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada atlat (2), Penyedia Barang/Jasa
untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan ienaga ahli danlatau p"rlrrt n
yang diperlukan dalam pelaksanaan perkerjaan.



Re n ca na p" u rsB#ff ffii:l ia Ba ra n g/Jasa

Pasal 12

Pemerintah Desa menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:1' Rencana Anggaran 
.Biaya (RAB) berdasarkan oaia trlrga pmrii"timpat atau hargapasar terdekat dari desa tersebut.

2' Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkospengambilan atas barang/jasa yang akan diadakair.
3. Spesifikasi teknis barangTjasa lapa6ita Oiperfufani.

Contoh:
- Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraanroda 2 (dua).
- Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer.- Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet.- Dimensi, jenis, dan kualitas materiaiuntuk p"nii.ngr*n g"lrnggang olah raga.- Dan sebagainya

4' Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabiladiperlukan).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 13

(1) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah):
a. TPK membeli.barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang/Jasa.b' Pembelian sebagaimana dim.aksud pada'ayat'(1), dilakukfn tanpa permintaanpenawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari p"nv"Jii

Barang/Jasa.
c' TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia Barang/Jasa

untuk memperoleh harga yang tebih murah.d' Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fakturpembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TpK.

(2) Pengadaan Barang/JaT dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah)sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua raius juta rupiahia. TPK memberi.barang.jasa kepada 1 (satu) penyedia aaianglJasa.b' Pembelian sebagaimana dimaks.ud pada'ayat-(z), dilakukin ier o"ngan carameminta penawaran secara.tertulis.dari Penyedia'brr"ngi;;sa dengan oirrrpirldaftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingiup pekerjaan, volumedan satuan). s '-"v"-r rY
c' Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertutis yang berisi daftarbarang/jasa 

.(rincian barang/jasa atau ruang lingkup p"i.rilr", volume, dansatuan) dan harga.
d' TPK melakukan negoisasi (tawar menawar) dengan penyedia BaranglJasa

untuk memperoleh harga yang lebih murah.e' Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fakturpembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TpK.



(3) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah):
a. TPK mengundang dan meminla 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua)

Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa
(rincian barangljasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan
spesifikasi teknis barang{asa.

b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar
barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan
satuan) dan harga.

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua
Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.

d. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
1) Dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan

proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
2) Dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap

melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia
Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.

3) Tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia BaranglJasa, maka TPK membatalkan
proses pengadaan.

e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka
TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada
angka 1).

f. Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan
angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.

g. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan
Penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
1) Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
2) Para pihak;
3) Ruang lingkup pekerjaan;
4) Nilai pekerjaan;
5) Hak dan kewajiban para pihak;
6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7) Ketentuan keadan kahar; dan
8) Sanksi.

Bagian Keempat
Perubahan Ruang Llngkup Pekerjaan

Pasal 14

(1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan eecara tertulis kepada Penyedia
Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
a. Menambah atau mengurangivolume pekerjaan;
b. Mengurangi ienis pekerjaan;
c. Mengubah spesifikasi teknis; dan/aku
d. Melakqanaksn peke- rjaan tarnbahan-

(2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1

huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis
kepada TPK.

(3) TPK melakskan negosiesj (tiawar-menawar) dengan Penyedia Barang-Jasa untuk
memperoleh harga yang lebih murah.

(4) Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp. 200.009.000,- {dua ratus juta
rupiah), dilakukan adendum surat perjaniian yang memuat perubahan ruang
lingkup dan total nilai pekeriaan yang disepakati.

"1

,]
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BAB VII

PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH TERIMA

Pasal {5

(1) Felaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diawasi oleh Bupati.

(2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
didelegasikan kepada Camat.

Pasal 16

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau
melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti

yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka t harus mendapat pengesahan oleh

Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 17

(1) Kemajuan pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada
Kepala Desa

(2) Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100a/o (sasaran akhir
pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa
kepada Kepala Desa dengan Berita ercara Serah Terima hasil Herjaan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Pengadaan Barang / Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan
Bupati initetap sah.

(2) Pengadaan Barang / Jasa yang sedang dilaksanakannya pada saat mulai
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti
perundang-undangan atau praktek yang berlaku di desa.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasa! 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

2414

AN,

YUSRAN
Diundangkan di Buntok

2014

DAERAH
KABU PATEX BARITO SELATAN,

,-
EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN zA1p- NOMOR ',!

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal ,X- -/

BUPATI


